BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILINAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : JI. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
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KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : %% /K.Bawaslu Prov.JT/HK.01.01/XI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI
NOMOR REGISTER : 003/Reg/LP/PW/Prov/14.00/X1/2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 134 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melakukan klarifikasi dugaan pelanggaran
Pemilihan diperlukan pembentukan Tim Kilarifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanteng
Pembentukan Tim Klarifikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA :  Membentuk Tim Klarifikasi Nomor Register
003/Reg/LP/PW/Prov/14.00/X1/2020

KEDUA : Tim Klarifikasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan
ini;

KETIGA . Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu
Provinsi Tahun Anggaran 2020;



Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Semarang
Pada tanggal : 02 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
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Lampkan Provinsi Jawa Tengah

Nomor

Tanggal 02 November 2020
SUSUNAN TIM KLARIFIKASI

NOMOR REGISTER : 003/Reg/LP/PW/Prov/14.00/XI/2020

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum

/K.Bawaslu Prov.JT/HK.01.01/X1/2020

{

. KEDUDUKAN

NO NAMA JABATAN . DALAMTIM
1 2 3 4 |
. | Dr. SRI WAHYU ANANINGSIH, S.H., ANGGOTA BAWASLU KLARIFIKATOR
M.Hum PROVINSI JAWA TENGAH
ANGGOTA BAWASLU KLARIFIKATOR
2| HERU CAHYONO, S.S0s. MA PTVIEL TASR TER G
KETUABAWASLU | KLARIFIKATOR
3 | AHMAD DZUL FAHMI, S.So0s.1 ABLIATEN. BERAS ONoR |
ANGGOTA BAWASLU KLARIFIKATOR
4 | WAHYUDI SUTRISNO, S.H., M.H KABUPATEN PEKALONGAN |
| KEPALA SUB BAGIAN
| PENANGANAN KLARIFIKATOR
5 | BAYU INDRA PERMANA, S.H AR e Nt
PROVINSI JAWA TENGAH
| STAF BAWASLU PROVINSI | KLARIFIKATOR
6 | BUDI EVANTRI SIANTURI, S.H S0 T
STAF BAWASLU PROVINSI |  KLARIFIKATOR
7 | VIRGINIA PUSPA DIANTI, S.H A TERC |
STAF BAWASLU KLARIFIKATOR
8 | MOHAMAD SAFIT, S.H KABUPATEN PEKALONGAN
STAF BAWASLU KLARIFIKATOR
| 9 [ACREAIM SN KABUPATEN PEKALONGAN |
Ditetapkan : di Semarang
Pada tanggal : 02 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH




